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ABSTRAK 

Perjudian online yang memiliki banyak kendala dalam pecegahan hingga 

penerapan sanksi pidananya,untuk meyelesaikan permasalahan tersebut 

diperlukannya ada pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan 

kejahatan ke arah yang lebih modern dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat,dalam pembuatan hukum tersebut digunakan politik hukum 

pidana,agar hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.budaya dan sesuai dengan cita – cita negara.Namun 

kenyataannya dalam penerapannya masih banyak yang tidak sesuai 

dengan aturan yang dibuat.tujuan undang – undang tersebut yang tidak 

tercapai,sehingga perusahaan perusahaan perjudian di Indonesia semakin 

menyebar dan merugikan negara Adapun yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 1. Hal apakah yang menjadi latar belakang 

perjudian dirumuskan kedalam Undang – Undang Infomrasi dan 

Transaksi Elektronik ITE), 2. Bagaimanakah penerapan Undang – 

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang perjudian dan 

penyebaran informasi perjudian dalam putusan pengadilan? Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang penulisannya 

bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan latar 

belakang judi di kriminalisasikan sebagai tindak pidana,urgensi perjudian 

online perlu dimasukkan kedalam undang – undang.serta politik hukum 

pidana Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektornik serta 

implementasi dan  penerapannya pada  pengadilan yang masih belum 

sesuai peraturan perundang - undangan  
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